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ABSTRAK

Penelitian ini berjudulYurisdiksi Peradilan Pidana Di Nanggroe Aceh
Darussalam (NAD): Studi Komparatif Mahkamah SyatiyDan Peradilan Umum
Di Aceh TenggaraTema penerapan hukum Islam di NAD masih menyisaka
beberapa persoalan yang masih diperdebatkan kikakadgan para pakar hukum.
Sebagian dari mereka mengatakan bahwa penerapat $slam sebagai landasan
pokok dari setiap perbuatan hukum masyarakat Adelgk sesuai atau
bertentangan dengan sistem hukum nasional. Adaghaggn lainnya menyatakan
bahwa Aceh sudah memiliki landasan hukum pastiatetkal penerapan syariat
Islam di NAD. Salah satu yang paling keras dipeatledn adalah terkait dengan
keberadaan Mahkamah Syariyah di samping Peradildamum dalam
menyelesaikan perkara pidana. Keberadaan Mahkagaahy&h ini teridentifikasi
menjadi sebagai salah satu penyebab kebingungarasirarakat, sebab di antara
kewenangan Mahkamah Syariyah juga masuk dalam hawgan Peradilan
Umum. Aceh Tenggara dijadikan sebagai fokus tempamelitian. Dalam
rekapitulasi data yang ada, Aceh Tenggara adalaraldgaling plural dibanding
semua daerah di Aceh, khususnya dalam hal kuap@aduduk muslim dan non
muslim. Dalam frame pemikiran sederhana, dengardikbsemacam ini, maka
tingkat kemungkinan terjadinya problem terkait keasggan Mahkamah Syar’iyah
dan peradilan Negeri lebih rentan terjadi pergeseBeberapa hal inilah yang
menjadi latar belakang penelitian ini diangkat.

Terdapat dua rumusan masalah yang dijawab melahglgian ini, yaitu;
Bagaimana yurisdiksi Mahkamah Syariyah dan PeaadilUmum dalam
menyelesaikan perkara pidana di NAD; dan, Bagaim@aitas penyelesaian
perkara pidana melalui Mahkamah Syariyah dan RermdUmum di Aceh
Tenggara NAD.

Penyelesaian permasalah penelitian ini disajikargae metode kualitatif
deskriptif. Sementara Metode pendekatan yang digumalalam penelitian ini
adalah pendekatan yuridis, komparatif, dan sosiolpgngetahuan. Tiga
pendekatan dimaksudkan untuk menjawab semua pansgalng terkandung
dalam rumusan masalah secara menyeluruh. Olehd@ranteknik analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini adatantent analisyganalisis isi).

Setelah dilakukan pengkajian secara menyelururelpi@n menghasilkan
beberapa catatan sebagai kesimpulan atau hasit. ékbcara sistematis, hasil
penelitian ini dideskripsikan melalui dua itefertama, Yurisdiksi Mahkamah
Syariyah dan Peradilan Umum (Negeri) dalam mersglan perkara pidana di
Nanggroe Aceh Darussalam tidak berimplikasi kemhdaisme penerapan hukum
antara keduanya. Aturan-aturan yang berpotensimimikan dualisme hukum itu
diatasi dengan aturan lain melalui prinsgx specialis derogate legi generalis
Adapunkedua realita penyelesaian perkara pidana melalui Matala Syar’iyah
dan Peradilan Umum di Aceh Tenggara menunjukkamkaingan pelaksanaan
hukum. Keberadaan Mahkamah Syariyah sejak 2003adih Tenggara tidak
berjalan efektif. Ketimpangan hukum terjadi dalaemyelesaian perkara pidana di
Kutacane terkait dengan kewenangan relatif yangilidimkedua lembaga
peradilan.
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HURUF

ARAB NAMA HURUF LATIN NAMA
| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
< Ta’ T Te
= s > s (dengan titik diatas)
& Jim J Je
C Ha’ H Ha (dengan titik di bawah)
C Kha' & ka dan ha
S Dal D De
3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
) Ra’ R Er
) Zai Y4 Zet
o Sin S Es
R Syin Sy es dan ye
NG Sad 3 es (dengan titik dibawah)
i Dad > de (dengan titik dibawah)
b Ta’ T te (dengan titik dibawah)




5 za z zet (dengan titik dibawah)
d ain ‘ koma terbalik (di atas)
i gain G Ge

b fa’ F Ef

T qaf Q Ki
) kaf K Ka
J lam L El
o mim M Em
o nun N En
9 wawu W We

—2 Ha’ H Ha
g AETIFEL Apostrof

S Ya Y Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, sama seperti bahasa Indonesiliri dari vokal tunggal

(monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupdataatau harokat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf latin Nama

-

— Fathah A U

-_— Kasrah




Dammah

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya beruipang@an antara harokat

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda dan Tanda dan
Nama Nama
Huruf Huruf
3 ----- Fathah dan wawu Au Adan U
S - Fathah dan ya Ai Adan |
Contoh:
K Kataba S Su'ila
Jﬁ Fa'ala ‘—"; Kaifa
}Sb Zukira J}“ Haula
‘-‘-‘“'\% Yazhabu
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya

transliterasinya berupa huruf atau tanda.

berupakdita atau huruf,

-

Ya

Harakat dan Huruf dan
Nama Nama
Huruf Tanda
p { Fathah, alif dan _ .
(RN B A A dan garis di atas




Xi

55 Kasrah dan Ya I | dan garis di atas
3 ----- Dummah dan Ya U U dan garis di atas
Contoh
Ji Qala JJ Qila
G‘J rama :j}‘%-i Yaqulu

D. Ta Marbutah
Tansliterasi untuk ta Marbutah ada dua :

1. Ta Marbutah hidup
Ta Marbutah yang hidup atau yang mendapat hartdthbh, kasroh, dan
dummabh. Transliterasinya adalah 't’.

2. Ta Marbutah mati
Ta Marbutah yang mati atau mendapat harokat sukamsliterasinya adalah 'h’.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta Marbutakutdioleh kata yang
menggunakan kata sandaaf serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta
Marbutah itu transliterasinya dengan 'h’.

Contoh:
Ju.b‘;’\ i*’}) raudah al-af
g raudatul atil
g)}i‘ igAl\ Al-madinah al-munawwarah

al-madnatul-munawwarah

izlb Talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah yang dalam sistem tulisan Arab dilambangiebuah tanda yaitu
syaddah atau tasydid, dalam tranliterasi ini tasgaddah dilambangkan dengan
huruf, yaitu huruf yang diberi syaddah itu.

Contoh:



Xii

g Rabbaa ! al-hajj
s s |
s Nazzala (ot Nu"ima

:'35‘ al-birr

F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangikamgan huruf, yaitu
dengan tanda)l namun dalam transéitasi ini kata sandang itu dibedakan atas
kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah data lsandang yang diikuti
huruf gamariyah
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ddlize-kan sesuai dengan
bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yaaggsung mengikuti kata
sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah dil#e-kan sesuai aturan yang
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
Contoh:
J’}j‘ Arrajulu ‘,.LEJ\ Algalamu
W] assayyidatu @"J‘ Albad'u
G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikargan apostrof. Namun

itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditendg@an di akhir kata. Apabila

terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkameka dalam tulisan Arab berupa

alif.

Contoh:



Xiii

- o { s, i,{ a.

O 9>l Ta'khuziina "% Inna
}a & & o ﬁq
s ) An-nau' < Umirtu
&;‘5" Syai'un J—< ‘ Akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata biik atau kata kerja, isim maupun huruf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata terentu penulisannyaatehgruf Arab yang sudah lazim,
dirangkaikan dengan kata lain. Hal ini karena adauth atau harokat yang
dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penuliskata tersebut dirangkaikan juga
dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:
Wa innalkha lahua khair ageigin

I o 0

O\roj\};}.\g\ \jb}\.é
J..u-\“\,\

Wa innalkha lahua khairugzigin
Fa aufil al-kaila wa-alnizan
Fa aufil-kaila wal-mzan
Ibrahim al-khatl
Ibrahimul-khatl

Bismillahi majrela wa murgha

Walillahi 'alar-nasi hijju al-baiti
manistad'a ilaihi salla
Walillahi 'alan-rasi hijul-baiti
manistad'a ilaihi safla

g;w\c’w\.l\dl&wj
M&Ji@%\

I. Pemakaian Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapitalak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan jugand®@inaan huruf kapital seperti yang
berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia Yang Diseragam antara lain digunakan
untuk menulis awal nama diri dan permulaan kalim&babila nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis darfwiruf kapital tetap huruf awal
nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandang.
Contoh:

J 5y ) s

Vg Wa ma Muhammadun i radil

A



XV

N 3 ;“s.U\ Olas i-@-"’ Syahru Ramatha al-laz unzila fh al-

207 ¢ J Quranu
‘OTO i°‘ Syahru Ramathal-laZ unzila fhil

Quranu
Y B or Tya % 71 . . g . .
ol &Py Jol o1 Inna awwala baitin widia lingsi

Penggunaan huruf Kapital untuk Allah hanya berldkla dalam tulisan
arabnya memang lengkap demikian dan kalau penuiisaisatukan dengan kata
lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkburuf kapital tidak

dipergunakan.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam Inacgaedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tidak sapkan dengan ilmu Tajwid.
Karena itu, peresmian pedoman transliterasi inilupeiisertai dengan pedoman

tajwid.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembicaraan mengenai syariat Islam terlihat tiagtgtitlya. Pembicaraan
mengenai perkara ini sering terjadi pada saat gallonagamis (Islam)
menemukan momentum formalisasi Islam di IndoneRealita terbaru adalah,
menyeruaknya Wacana formalisasi syariat Islam mielperaturan-peraturan
tingkat daerah (Perda) di Indonesia, khususnyagtsibitnya Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan DaerdihaDdari sisi historisnya,
ini adalahfase ketiga dari perjuangan sebagian umat Islam di Indoneaizgy
berkeinginan menerapkan syariat Islam melalui kekaa pemerintaharase
pertamaadalah fase konstitusionalisasi syariat IslameFRasterjadi dalam tiga
kali proses pembuatan konstitusi, yaitu tahun 194%56-1969, dan 1999-2002.
Fase keduaadalah formalisasi syariat Islam pada tingkat Wigddndang pada
tahun 1980-an dan era 1990‘aormalisasi syariat Islam melalui jalur konstitusi
tidak berhasil sama sekali, sementara melalui jalur menuai keberhasilan
walaupun tidak maksimal. Hasil yang memuaskan bpgra “pejuang”

formalisasi syariat Islam itu, tampaknya ada ptake ketigayaitu Perdaisasi

! Di antara Undang-Undang yang terbit terkait hal ini adalah; Untlamgng Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 7 Tahun t&88&$hg Peradilan
Agama; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perbankan. iSebacgknya adalah
penerbitan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keismewa&wcdbl. dan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Nam@geh Darussalam.



syariat Islam, dimana telah dapat ditemukan bebedggerah yang masih eksis
dengan perda-perda syarfah.

Perkembangan metode formalisasi syariat Islam sdpanyak terjadi di
daerah-daerah hingga saat ini, sebenarnya tidalapewosong dari pertentangan
dari pihak “oposisi’. Terdapat beberapa kelompohkgyabaik langsung ataupun
tidak, memproklamirkan diri menentang formalisagargat Islam di Indonesia.
Menurut mereka, terdapat banyak persoalan yangriddng dalam formalisasi
syariat Islam di Indonesia, seperti diskriminaghéelap kelompok keagamaan
minoritas dan politisasi agama.Tema ini menjadi perdebatan yang
berkepanjangan ketika pihak lainnya berpendapatwvéalslam adalah dasar
dalam bermasyarakat dan bernegara yang ideal. Kiegloenpok ini tampaknya
masih tetap berpegang pada pendapatnya. Realfadisai sebenarnya lumrah
terjadi. Yang lebih penting diamati kemudian addtalgaimana syariat Islam itu
diimplementasikan dalam kerangka negara hukum keslanMengingat terdapat
beberapa perbedaan, bahkan terkadang ekstrim, nibaggi kemudian hal ini

dapat dikompromi? Pandangan selanjutnya seringjuekepada Nanggroe Aceh

2 Asmuni Mth, “Menimbang Signifikansi Perda Syariat Isigdebuah Tinjauan Perspektif
Figh”, Jurnal Hukum Islam “Al Mawarid; Edisi XVI Tahun 2006, Jurusan Syari'ah, FIAI Ull,
Yogyakarta, him. 181-183.

% Terkait hal ini, baca Zuly QodiSyariah Demokratik: Pemberlakuan Syariah Islam di
Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), him. 297-298;ithowo dan Mugram Lessi
menyatakan terdapat unsur pelanggaran HAM dalam pelaksayadat Islam secara formal di
Indonesia. Ari Wibowo dan Mugram Lessi, “Keabsahan Impletasi Peraturan Daerah Syari’at
Dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia Dan Kesesuiannya méngla Asasi Manusia”,
Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Ull, 2008, him. 45



Darussalam (NAD), satu daerah yang secara legaddiotelah menerapkan
syari'at Islam dalam seluruh aspek kehidupan magpanya’

Legalisasi syariat Islam di daerah ini ditandaigenterbitnya Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelengarastitdewaan Provinsi
Daerah Istimewa Aceh (selanjutnya ditulis UU Kesdivaan Aceh). Dengan
demikian, penerapan syariat Islam di Aceh hingdarsag telah memasuki tahun
ke-10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentaran@i Khusus bagi
Provinsi Daerah Istimewa Aceh (selanjutnya ditllld Otonomi Khusus Aceh),
adalah aturan yang merevisi UU tersebut. UU ini toern jaminan hukum
pelaksanaan Syariat Islam sebagai hukum materig y@¢igunakan di Aceh,
mengembangkan dan mengatur pendidikan sesuai demgman Islam,
mengembangkan dan menyelenggarakan kehidupan aalat péran serta
kedudukan ulama dalam penerapan kebijakan dderah.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006targ
Pemerintahan Aceh (selanjutnya UU Pemerintahan Aeddit (salah satuanya)

dalam rangka memperkuat dan mempertegas penergpaiat3slam di NAD®

4 Sementara beberapa daerah lainya formalisasi itu masia fingkat Pemerintahan
Daerah tingkat | (kabupaten). Baca, Haedar Na&grakan Islam Syari'at; Reproduksi Salafiyah
Ideologis di IndonesigJakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Multhyaima
2007), him. 32

® Tim PenulisPemerintahan. Acef{Banda Aceh: BAPPEDA D.| Aceh, 2006), him. 59

® Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut memperkuat Undang-Uxdiarog 18
Tahun 2001, yaitu tentang pelaksanaan Syariat Islam deiagan materiil yang digunakan di
Aceh. Sedangkan dalam pengaturan hukum materiil tersebut, @anya bisa diberlakukan pada
warga Aceh yang Muslim atau non muslim tapi tunduk kepada peatfaimtpada saat itu.
Sedangkan non muslim tidak bisa diberlakukan hukum Isld@gseé hukum materiil, tetapi tetap



Dengan landasan ini, syariat Islam secara menyelakan diterapakan di Aceh.
Bagi masyarakat NAD, ini bisa saja menjadi satutokerinduan dalam
mewujudkan kembali Aceh sebagai “daerah Islam”, aien pola kehidupan
masyarakatnya dapat diatur dengan tegas dengamsadturan yang Islami. Salah
satu elemen penerapan Islam itu adalah keberadahkdvhah Syar’iyah sebagai
lembaga penyelesai beberapa perkara (termasukg@idamg terjadi di NAD.
Namun , ini tampaknya sangat berpotensi berbentdesgan Peradilan Umum
(Negeri) yang juga memiliki kompetensi mengadiliuga, khususnya pidana.
Melalui penelitiannya, Ari Wibowo mengidentifikatsja persoalan terkait
eksistensi Mahkamah Syar’iyah sebagai bagian dstens peradilan nasional.
Pertama, Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden Republik lesianNomor 11
Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar’'iyah dan Mahka8yar'iyah Provinsi di
NAD menyatakan bahwa, "Kekuasaan dan kewenangarkdmadh Syar’iyah
adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agar@ambdh dengan
kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dekejaidupan masyarakat
dalam ibadah dan syi'ar.” Permasalahan hukum niattah kewenangan ini
perlu mendapat penegasan lebih lanjut, agar dapamb@dakan dengan
kewenangan yang dimiliki badan Peradilan Umum yadg selama iniKkedug
pengaturan lebih lanjut Mahkamah Syariyah dalammupasangat berpotensi

menimbulkan permasalahan berkaitan dengan hukura geag berlakuKetiga,

menggunakan hukum positif. Hal ini merupakan penyimpangahadap asas teritorial
sebagaimana dalam hukum positif Indonesial, him. 59



kesiapan pembentukan Mahkamah Syar’iyah.pasca pembetonomi khusus
kepada NAD saat ini mengharuskan adanya pembermmabenahan lembaga
peradilan yang sesuai dengan UU Provinsi NABbdul Ghofur Anshori juga
menyatakan keberadaan Mahkamah Syar’iyah di sanifenadilan Umum dalam
konteks lembaga peradilan nasional, sebagai satathal yang sangat berpotensi
menimbulkan persoalan baru di masyarakat dan leanpaadilan itu sendifi.
Pelaksanaan syariat Islam di NAD memang telah rdesgtu persoalan
khusus terkait dengan keberlangsungan eksistamsimhukum yang berlaku di
Indonesia, terutama dalam penyelesaian perkaraf@erdi lembaga peradilan.
Sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 Qanun HroNewssggroe Aceh
Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan’8ly Islam, bahwa yang
akan diselesaikan oleh lembaga peradilan ini addalang al ahwal al
syakhshiyyalfhukum keluarga)mu'amalah (transaksi), dafinayah (pidana). Ini
tentu menjadi rancu dan sangat berpotensi membgkgunmasyarakat dengan
keberadaan dua lembaga peradilan di dalamnya; iRerddmum (Negeri) dan
Mahkamah Syar’iyah. padahal dikatakan bahwa dalalakpanaan hukum,

terutama hukum pidananifikasi hukum pidana menjadi prinsip. Ini belum lagi

” Ari Wibowo, “Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus; Memhamderadilan Syari'ah
Di Nanggroe Aceh Darussalam”, karya Tulis dalam Lomba&dulis Mahasiswa (LKTM) yang
diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNS Tingkat Mahasisaa®a, 2006, him. 3

8 Abdul Ghofur Anshori,Peradilan Agama di Indonesia Paska UU No. 3 Tahun 2006
(Yogyakarta: Ull Press, 2007), him. 120-121



ketika kita memperluas persoalan kepada aspekyjrseperti tiga nilai dasar
tujuan keberadaan hukum: keadilan, kemanfaatankejaastian hukur.
Penelitian ini akan diarahkan kepada penelusuramadap yurisdiksi
Mahkamah Syar’iyah dan Peradilan Umum di Aceh TarggNAD. Lebih jauh,
penelitian ini juga secara spesifik akan menggakamatentang penyelesaian
perkara pidana melalui dua lembaga peradilan yardapat di dalamnya.
Memfokuskan penelitian ini kepada wilayah Aceh Tgarg, tentu tidak
berangkat dari ruang yang hampa. Realitas masyayaa paling plural di
banding beberapa daerah Aceh lainnya, adalah aldaara Aceh Tenggara lebih
menarik untuk ditelusuri. Sebab, dengan konstrokasyarakat yang plural, baik
dari sisi adat budaya, perkumpulan masyarakat telanama dalam hal kualitas
dan kuantitas penganut agamanya, menjadikan pokenglik antara Peradilan

Umum dan Mahkamah Syar’iyah lebih besar terjadi.

B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagéit:
1. Bagaimana yurisdiksi Mahkamah Syariyah dan Pesadilmum dalam
menyelesaikan perkara pidana di NAD?
2. Bagaimana realitas penyelesaian perkara pidana luneldahkamah

Syar’iyah dan Peradilan Umum di Aceh Tenggara NAD?

° Sudikno MertokusumoPenemuan Hukum Sebuah Pengant#bgyakarta: Liberty),
2004, him. 104-109



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui yurisdiksi Mahkamah Syar’iyah daradilan Umum
dalam menyelesaikan perkara pidana di NAD

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan realitas pesgman perkara
pidana melalui Mahkamah Syariyah dan Peradilan tmdi Aceh
Tenggara NAD

Sementara kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memberikan kontribusi untuk para para akademisihinrgma dapat
menambah referensi (rujukan) dalam rangka menggah lanjut tentang
lembaga peradilan di NAD sebagai sebuah fenomeikadumdonesia.

2. Selain untuk para akademisi, hasil penelitian uga diharapkan dapat
memberikan solusi atau masukan bagi Pemerintah@&nabakhususnya
Aceh Tenggara mengenai realitas penyelesaian perkadana di

Mahkamah Syar’iyah dan Peradilan Umum Aceh Tenggara

D. Telaah Pustaka

Aceh adalah sebuah daerah yang selalu menariki.fikieberadaan
daerah ini yang masih berstatus salah satu progiriadonesia, berikut segenap
persoalan yang menghinggapi semenjak kelahiranmgga saat ini, membawa

para pakar banyak meluangkan waktunya mengkajatiaar sesuai dengan porsi

10 M. Isa SulaimanSejarah Aceh: Sebuah Gugatan Terhadap Tradikikarta: Pustaka
Sinar Harapan, 1997), him. 235



masing-masing. Jika sebelumnya Aceh menjadi bubkin biang banyak karena
pemberontakan GAM, tapi beberapa tahun terakhighAmenjadi perbincangan
dalam banyak pakar karena formalisasi syariat Istiarindonesia dimulai dari
daerah ini. Ini merupakan salah satu realisasiamtorkhusus yang diberikan
kepada Aceh.

Ni'matul Huda menjelaskan bahwa pemberian otonoimisks bagi
provinsi NAD antara lain didasarkan pada kondidi masyarakat di daerah
tersebut yang belakangan ini memunculkan pergolakdam berbagai bentuk
reaksi, akibat kebijakan dalam penyelenggaraan petaean pada masa lalu
yang menitikberatkan pada sisitem terpusat yan@ndipng sebagai sumber
munculnya ketidakadilan dalam kehidupan berbangsalernegara. Sementara
Syariat Islam yang sejak awal telah terterap dihAceenjadi salah satu alasan
pemberian otonomi khusus kepada Ateh.

Ditinjau dari sisi sejarahnya, Aceh memang telamjadikan ketentuan-
ketentuan (syariat) Islam sebagai aturan-aturary ydiformalkan. Formalisasi
yang dilakukan pada saat itu dijalankan oleh kasalt-kesultanan yang
menjalankan pemerintahan Aceh, dimana ulama menpkkan penting dari

konseptualisasi dan implementasinya di masyarakatfiq Adnan Amal dan

™ Ni'matul Huda,Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan, Probléwmati
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), him. 34



Samsu Rizal Panggabean memispacekhusus menerangkan tentang perjalanan
Aceh sejak awal berdirinya hingga perjalanannya¥in

Dengan posisi Aceh yang demikian, pemerintahan yasgjenggakan di
dalam memiliki beberapa perbedaan mendasar dererald yang lain. Salah
satunya adalah keberadaan Mahkamah Syar’iyah sgieg@dukung dari realisasi
penerapan syariat Islam di dalamnya. Menurut Alslubfur Anshori, peradilan
syari'ah sebenarnya telah memiliki dasar hukum ydugt. Hanya saja,
kerancuan akan kita dapati jika membenturkannyagaerPasal 15 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kelzak{selanjutnya ditulis
UU Kekasaan Kehakiman tahun 2004). Karena ternijédhkamah Syar’iyah
merupakan kekhususan dari dua lingkungan peradé&aligus, sehingga hukum
di Aceh belum bersifat unifikasi, melainkan duadistSelain berdampak pada
efektifitas penegakan hukum, hal ini juga sangapémgaruh pada rasa keadilan
bagi masyarakat Aceh di kemudian Hari.

Berbeda dengan pandangan di atas, penelitian damidk Hukum
Nasional Rl menyimpulkan bahwa dengan lahirnya Natkh Syar’iyah di
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka lembagadpan agama yang ada
sebelumnya telah melebur ke dalam lembaga pera8yami'at Islam sehingga

tidak ada dualisme peradilan agama di Aceh. Alasarg paling diunggulkan

12 Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggab@atitik Syariat Islam Dari Indonesia
Hingga Nigeria(Yogyakarta: Pustaka Alvabet, 2004), him. 12-28

3 Abdul Ghofur AnshoriPeradilan Agamahim. 119
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dalam hal ini adalah penerapan axsspecialis derogate lex generaf{fsukum
yang lebih khusus menghapus hukum yang lebih unitim)

Secara umum, penelitian tentang eksisistensi Mahka8yar’'iyah belum
banyak dilakukan terkait sifat dualisme yang tdrjadi NAD. Terlebih
membandingkan proses penyelesaian perkara di duosbaga peradilan
(Mahkamah Syariyah dan Pengadilan Negeri) yangadeerdi satu tempat,
terlebih dari sisi hukum materilnya yang teridekéiti memiliki perbedaan yang
mendasar. Inilah yang menjadi sisi penting pealiini dilakukan. Hasil dari
penelusuran ini diharapkan bisa memperoleh ketegagangaturan dan
pengimplementasiannya di lapangan. Bagaimana kemwdahkamah Syar’iyah
beroperasi di samping keberadaan Pengadilan Négesamanya. Penentuan
obyek lokasi penelitian ini sedikit banyaknya meikan nilai plus tertentu. Di
samping memberikan penjelasan itu, kontribusi kibrdari penelitian ini dapat
menjadi satu masukan bagi pemerintahan daerah dalanjlankan semangat

bersyariat di belahan-belahan wilayah di NAD.

E. Kerangka Teoritik
Setiap muslim harus mematuhi ketentuan-ketentdam]stu pasti. Tidak
sedikit dasar-dasar normatif yang mengharuskankdamiBahkan nash, baik Al

Quran maupun Sunnah Nabi Saw, diturunkan sebagdunan kepada setiap

X Tim Peneliti Komisi Hukum NasionalMlembangun Peradilan Syari'ah di Nanggroe
Aceh DarussalamLaporan Penelitian, (Jakarta: Komisi Hukum NasidRapublik Indonesia,
2004), him. 114
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manusia. Tidak hanya dari sisi normatifnya, dagi alita dan logikanya, setiap
ciptaan memang harus mematuhi aturan-aturan ilahg yelah diturunkan-Nya
kepada setiap manusia. Penghambaan manusia i@in selemang sebagai
kewajiban, juga merupakan tanda terima kasihnyak(gy atas anugerahNya.
Bagaimana merealisasikan aturan-aturan tuhan itumdkonteks hidup di
masyarakat? Inilah yang masih menjadi polemik henggkarang. Prinsip yang
menyatakan bahwa instruksi Tuhan (syariah) yangshdijalankan, hingga kini
masih berada dalam kontroversi ketika dihadapkéantd&onteks masyarakat dan
Negara. Ada yang berpendapat harus diformalkaneduah negara sehingga
pelaksanaan syariat dapat efektif, sebab dijalant@mgan kekuatan negara.
Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa sydsiaim tidak perlu
diformalkan, karena tidak ada tuntunan yang jelasgenai pelaksanaan syariat
Islam dengan kekuatan pemerintahan. Yang serijadtgustru agama dijadikan
legitimasi kepentingan para elit guna mendapatkeku&saan. Sementara yang
ketiga berpendapat bahwa Islam memang memiliki &ladcedah substatif
dalam rangka melaksanakan syariat, namun Islam fidgk secara lengkap
memberi keterangan bagaimana melaksanakan penmarntdalam rangka
merealisasikan syariat Islam itu. Pembahasan inyddaterdapat dalam tulisan-
tulisan yang mengkaji tentang Negara dalam perépslktm.’® Yang terjadi pada

akhirnya adalah pilihan dari tiap negara dalam ale@sikan syariat itu. Ada

5 Munawir Sjadzalilslam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikitaakarta: Ul
Press, 1993), him. 1-3; Bahtiar Effendislam dan Negara(Jakarta: Penerbit Paramadina, 1998),
him. 125-127
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yang dengan resmi memproklamirkan diri sebagai Nedglam, dan ada juga
yang tidak, tetapi nilai-nilai setiap agama dibedang untuk hidup dan
membimbing masyarakatnya. Inilah yang terjadi dioimesia.

Seiring dengan wacana di atas, keberadaan Indosesiagai sebuah
negara yang plural, akhir-akhir ini juga “ribut” mn wacana sistem
desentralisasi sehingga memunculkan kembali istitdbnomi daerah. Ini
membuka pintu bagi daerah-daerah untuk memasukkaanaajaran (normatif)
Islam ke dalam aturan-aturan formal di tingkat daeMeskipun masih sering
diperdebatkan, wacana ini telah terealisasi hasgyuluh tahun terakhir. NAD
bahkan diberi Otonomi Khusus untuk melaksanakaratylalam secara formal.

Secara umum, otonomi khusus merupakan pelimpahavenang dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk ganen urusan
pemerintahannya sendiri. Akan tetapi dalam pelakaaya dari waktu ke waktu
terdapat beberapa perbedaan implementasi, baikdasas-asas yang digunakan
maupun yang lainnya. Yang jelas adalah, dalam paf@dan otonomi terdapat
pelimpahan wewenang atau urusan pemerintahan kegugan politik luar
negeri, pertahanan dan keamanan nefjab@ngan demikian, suatu daerah yang
diberi otonomi khusus diberi kesempatan untuk neEreakan dan membuat
suatu aturan yang mengatur lebih luas daripada éhamgngenai urusan

pemerintahan. Bagi NAD, Undang-Undang Nomor 18 malh2001 yang

16 B, Restu Cipto Handoydiukum Tata Negara dan Hak Asasi Manué¥gyakarta:
Percetakan Universitas Atma Jaya, 2003), him. 169
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merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 44 Tahl@B9 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah dstanAceh, menjadi titik
awal otonomi khusus didapatk&dn. Undang-undang tersebut memberikan
gambaran bahwa pelaksanaan otonomi khusus mefaititasan hukum.

Otonomi khusus menegaskan pengalihan kekuasaan ety besar
dibandingkan kebijakan otonomi daerah semata yatjasya telah berjalan
beberapa waktu yang lalu. Dalam kebijakan ini, pémtethan lokal kebanyakan
pada tingkat kabupaten akan menerima bagian petagtapabih besar dari
industri-industri yang berbasis di wilayah. Sel#in dalam kerangka otonomi
khusus, setiap daerah memiliki ketentuan khususukunmerealisasikan
kekhususannya itu. Misalnya, Yogyakarta yang mé&mikiekhususan dalam hal
pemilihan kepala daerah yang selama ini tidak melaroses pemilihan,
melainkan penetapan. Daerah Yogyakarta adalah ldagaag sebelumnya
merupakan daerah kerajadn.Sementara NAD, penerapan nhorma-norma
kelslaman adalah ciri kekhususan yang telah adeliseindonesia merdeRa.

Mahkamah Syar’iyah yang merupakan salah satu wiguickeistimewaan
yang dimiliki NAD, hingga saat ini telah berjalg®ebenarnya, jika ditelusuri ke
belakang, keberadaan sistem peradilan Islam iahtada dan berjalan dengan

sangat baik pada masa kerajaan-kerajaan Aceh berflan beberapa waktu

" BAPPEDA D.I. ACEH,Pemerintahan(Aceh: BAPPEDA, 2006), him. 28
'8 Sudantoko DjokoDilema Otonomi DaeraliYogyakarta: Penerbit ANDI, 2003), him. 50
9 Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggab®atifik Syariat Islam.hlm. 12-17
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setelah penjajah masuk ke Ad8hDengan demikian, Mahkamah Syariyah
adalah warisan yang memang dalam perjalanan Acklk tlapat ditinggalkan
begitu saja.

Dalam dataran konsepnya, Mahkamah Syariyah ditaskebagai
pengganti dari keberadaan peradilan Agama di Acséhingga segala
kewenangan yang selama ini dirumuskan dimiliki Bidma Agama berpindah
kepada Mahkamah Syariyah dengan beberapa tambdhan sebagai
kekhususannya sebagai peradilan Islam. Misalnyda f@anun Propinsi NAD
Nomor 10 Tahun 2003 tentang Peradilan Syariat Ista@myebutkan persoalan
pidana (jimyah h) juga masuk dalam kategori kewenangan Mahkama
Syariyah?! tidak hanya masalah keperdataan dan ekonomi Iiang juga

menjadi kewenangan peradilan ag&ma.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Karya tulis ini merupakan jenis penelitian kualftadeskriptif, yaitu
sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadasn bersifat alamiah

secara holistik. Penelitian kualitatif bukan hangeenggambarkan variabel-

20 Abdul Ghofur Anshori,Peradilan Agama, him. 107-109; baca juga, Armia lbrahim,
"Sejarah Perkembangan Peradilan Agama di Aceh Sebelum danaBeKedherfekaan RI”,
http//www.mahkamahsyariah.nad.go.id. Akses 3 Juli 2009

2l Lihat pada Pasal 49 Qanun Propinsi NAD Nomor 10 Tahun 2003ntefaradilan
Syariat Islam

%2 Lihat pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang &tersgima
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variabel tunggal melainkan dapat mengungkap huburaggara satu variabel
dengan variabel laif?
2. Sumber Data
Sumber Data dalam penelitian ini dibagi menjadi, dizatu: data primer
dan data sekundét.
a. Data Primeryaitu data yang diperoleh langsung dari subyek Ig&meini.
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bdiadsan tertulis, yang
terdiri dari;
1) Bahan Hukum Primer, berupa Peraturan Perundangfigada Al
Qur’an, dan Al Hadits
2) Bahan Hukum Sekunder, berupa buku-buku literawmagl, artikel
yang berkaitan dengan objek penelitian.
3) Bahan Hukum Tersier, berupa kamus dan ensikloped..
3. Teknik Pengumpulan Data
Sesuai dengan sumber data yang digunakan, maka ga&laelitian yang
dilaksanakan ini, peneliti menggunakan dua tekeikgumpulan:
a. Teknik litereir atau studi pustaka, yaitu dengamguenpulkan data dari
literatur-literatur yang berhubungan dengan peaaeliini untuk dianalisis

dan dimbil kesimpulannya.

23 M. Sayuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama; Pendekatan Teori dan Praktikarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2002), him. 63

24 Winarno SurakhmatPengantar Penelitian limiah: Dasar Metode TekiiBandung:
Tarsito, 1994), him. 263
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b. Wawancara, yaitu dengan menentukan beberapa nardesuyang

kompetebel dengan obyek (tema penelitian). Hasilvdawvancara dengan

nara sumber ini akan menjadi data pendukung derxbsudata pertama di

atas.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitiain aidalah
pendekatan yuridis, komparatif, dan sosiologi péaiggan. Penelitian hukum
yuridis normatif digunakan untuk mengkaji permakatadari segi hukum yang
terdapat dalam berbagai aturan, baik berasal ddwirh positif maupun hukum
Islam (syari'ah). Pendekatan komparatif kemudiaanaknemilah, memperjelas
dan mempertegas mana hal yang masuk dalam ranaimhpé&sitif dan mana
yang masuk dalam ranah hukum Islam (syari'ah),ngga dapat dengan mudah
membandingkannya. Sedangkan pendekatan sosiologjefauan digunakan
untuk mengamati dan menganalisis fakta-fakta esplirilapangan yang didapat
dari sumber data. Dengan tiga pendekatan ini dikaradapat menghasilkan data
yang akuran dan analisis yang kuat. Sebab, daig gian disandingkan adalah
sisi konseptual dan praktisnya.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam peneliiié adalahcontent
analisys (analisis isi). Dengan analisis semacam ini diplesa dapat memilah
dan memilih data dari berbagai bahan pustaka ydaglan searah dengan objek

kajian yang dimaksud dan dapat menghasilkan deskrgng lebih obyektif dan
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sistematis tentang bagaimana yurisdiksi penerapakurh pidana di Aceh

Tenggara, baik dari sisi konseptual maupun praktekin lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, secara saiesnpenulis bagi ke
dalam 5 bab yaitu :

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tenkatag belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mgiedelitian dan sistematika
penulisan skripsi.

Bab kedua akan mengkaji secara uum mengenai sipgadilan di
Indonesia. Peradilan akan ditinjau mulai dari kistori dan perjalannya hingga
sampai pada bentuk konkritnya saat ini. Sement#&tens peradilan yang
dilaksanakan saat ini akan ditinjau guna mengetaigiem peradilan secara
umum di Indonesia. Sebagai penegasan, bab ini ak@mampilkan legalitas
Mahkamah Syar’iyah sebagai lembaga baru di anéanbdga-lembaga peradilan
di Indonesia selama ini. Ini menjadi menarik, sebihkamah Syar’iyah sendiri
merupakan lembaga peradilan yang memiliki kekhusyaag unik.

Bab ketiga secara spesifik akan menealaah tentamggdiksi Mahkamah
Syar’iyah dan peradilan umum dalam menyelesaikakepe pidana. Pembahasan
di dalamnya akan disajikan secara konseptual damatd (berdasarkan aturan
yang berlaku).

Bab keempat akan meninjau realisasi penyelesaiakange pidana di
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pengadilan umum dan Mahkamah Syar’iyah spesifitagirah penelitian. Bab ini

pada akhirnya akan sampai pada kesimpulan bagaieiekalari keberadaan dua
lembaga peradilan di Aceh Tenggara yang memiliksyaeakat yang plural,

termasuk dalam hal agama. Oleh karenanya, deskeptang Aceh Tenggara
akan ditampilkan terlebih dahulu.

Bab kelima adalah bab penutup, yang berisi kesiampdan saran-saran.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukatasl maka dapat
penulis simpulkan beberapa hal:

1. Yurisdiksi Mahkamah Syariyah dan Peradilan Umumeghiri) dalam
menyelesaikan perkara pidana di Nanggroe Aceh Balas tidak
berimplikasi kepada dualisme penerapan hukum akidaanya. Aturan-
aturan yang berpotensi menimbulkan dualisme hukwndiatasi dengan
aturan lain melalui prinsifex specialis derogate legi generaligleskipun
demikian, masih terdapat persoalan terkait hal dmhana prinsip ini
seharusnya dilakukan terhadap aturan yang mentiddarki yang sama.
Tetapi di NAD, prinsip ini dijalankan sebagaliknyastru aturan yang lebih
rendah (Qanun/Peraturan Daerah) mengenyampingkaanalhukum lebih
tinggi (Undang-Undang). Ini terterap pada pengatutentang beberapa
tindak pidana.

2. Realita penyelesaian perkara pidana melalui Mahkai@gariyah dan
Peradilan Umum di Aceh Tenggara menunjukkan ketirgpa pelaksanaan
hukum. Keberadaan Mahkamah Syariyah sejak 2003adih Tenggara
tidak berjalan efektif. Ini didasarkan pada kuastikasus yang diperkarakan

di Mahkamah Syar’iyah dibanding dengan kasus yataggani pengadilan



negeri. Berdasarkan data yang didapatkan, perbddaartitas itu nampak
sangat mencolok. Pengadilan negeri melampaui kaarierlipat-lipat lebih
banyak dibanding Mahkamah Syariyah dalam menangasus pidana di
Kutacane. Bahkan semenjak pertengahan tahun 20@gipertengahan
2008, tidak satu kasuspun yang ditangani Mahkanyahiggah. Pengadilan
Negeri Kutacane sendiri tidak mengalami perubahgmifikan dalam
penyelesaian perkara pidana di Kutacane seiringhlemnya Mahkamah
Syar’iyah di kutacane semenjak 2003. Prediksi balemabaga ini pada
akhirnya akan “sepi perkara” sama sekali tidakuktibdi Kutacane.
Ketimpangan hukum terjadi dalam penyelesaian pargatana di Kutacane
terkait dengan kewenangan relatif yang dimiliki kedembaga peradilan.
Terdapat beberapa kasus pidana di bawah wewenahiaktah Syar’iyah,
namun diselesaikan di pengadilan negeri. Denganikism meskipun
dalam dataran teoritis (konsep normatif) dualism&um dapat dihindari,
tapi dalam dataran praktis, dualisme hukum (konflikisdiksi) antara
Mahkamah Syariyah dan pengadilan negeri di Kutacaidak dapat

terhindarkan.

B. Saran (Rekomendasi)
Terkait dengan hasil penelitian di atas, maka laggzehal sebagai saran

(rekomendasi) penelitian ini untuk beberapa pileskdit adalah sebagai berikut:
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1. Realita penyelesaian perkara pidana di Kutacanayit@n ketimpangan,
penegak hukum dan lembaga peradilan terkait ten&mjadi pihak
pertama yang bertanggung jawab. Aturan yang berlalalam
penyelesaian perkara pidana di Kutacane tampakeljiambmeresap ke
dalam masyarakat secara umum. Ini menjadi persgalag krusial dalam
dunia peradilan. Oleh karenanya, perlu dilakukasg@m intensif dalam
sosialisasi dan realisasinya, sehingga masyaralesiaribenar tahu
bagaimana prosedur dan jalur penyelesaian peridaaaq
Selain itu, para penegak hukum juga harus benaarbmanerapkan aturan
hukum yang telah ada, sesuai dengan jalur penyategarkara pidana.
Fakta yang menunjukkan terdapat perkara yang dprosliluar
kewenangan lembaga peradilan tertentu menjadi &lemal fatal dalam
penyelesaian suatu kasus.

2. Pemerintahan daerah yang diberi kewenangan dalammganasi
perjalanan lembaga tersebut, tampaknya juga haktis Keberadaan
Dinas Syariah di Kutacane menjadi pintu pengkaglan pengembangan
sistem penyelesaian perkara pidana, sehingga duaatem peradilan ini
dapat berjalan sesuai dengan ketentuan masing-gnasin

3. Selain itu, masyarakat, khususnya para ulama dadeakisi, menjadi
salah satu tonggak efektifitas penyelenggaraaremsisperadilan dan
reformasi birokrasi di lembaga peradilan, khususghkamah Syar’iyah

yang kurang transparan memberi informasi dan defmda masyarakat



terkait penyelesaian perkara di dalamnya. Dengalakukan berbagai
kegiatan dalam rangka mengkoreksi perjalanan késlmbaga ini, serta
memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang grtakban syariat
Islam di NAD secara umum menjadi tuntutan bagi raeslyat menjadi

insan religius dan bermoral.
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LAMPIRAN

. Al Maidah (5): 3;

"Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agam, dan telah Ku
cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku ridhiainfsitu jadi agama
bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelapatampa sengaja
berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun Mgha

Penyayang"

. An Nisa' (4): 105;

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadasemgan
membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antarausmardengan
apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan jaregakbmu menjadi
penantang (orang yang tidak bersalah), karena (meda)borang-orang
yang khianat"

. Al Maidah (5): 48

"Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengaemiawa
kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yiatorkitab (yang
diturunkan sebelumnya) dan batu ujinhadap kitab-kitab yang lain itu;
maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yatad Alirunkan dan
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka denganinggalkan
kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk t@p-timat diantara
kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang"

. Al Maidah (5): 49

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antaraeka@e menurut
apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu miuigihawa nafsu
mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap merekaaga mereka tidak
memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telabrulikan Allah
kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yarightaliturunkan
Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allaimghendaki akan
menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sgbah#osa-dosa
mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adakaing-orang
yang fasik"
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